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BUPATI BANYUWANGI 

PROVINSI JAWA TIMUR 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

NOMOR 1 TAHUN 2017 

TENTANG 

DESA WISATA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUWANGI, 

 

Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

b. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan 

Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan 

sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia 

merupakan sumberdaya dan modal pembangunan 

kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam 

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

c. bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan 

waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari 

hak asasi manusia;  

d. bahwa pembangunan desa diperlukan untuk mendorong 

pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat 

serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan 

lokal, nasional, dan global; 

e. bahwa Desa dengan lanskap pedesaan yang didasarkan 

kepada kondisi, potensi alam serta karakter sosial, budaya 

serta ekonomi masyarakat setempat memiliki karakteristik 

khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata; 

f. bahwa desa wisata merupakan bagian integral dari 

pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, 

terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab 

dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai 

agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan 

mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional; 



2 
 

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Desa Wisata. 

 

Mengingat:  1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4966); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang 

Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3718); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang 

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 
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10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 

2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 2/C); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 

2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 

Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 6);  

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor  13  Tahun 

2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan 

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 4). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

DAN 

BUPATI BANYUWANGI 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi. 

3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 

4. Wisata Adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan 

tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat 

sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. 

5. Wisata desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau 

sekelompok kecil wisatawan atau traveler, tinggal dalam atau 

dekat dengan suasana tradisional di kawasan desa, menikmati 

daya tarik desa wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan 

serta lingkungan setempat.   

6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 

7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan 

Pemerintah Desa. 
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8. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang 

mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 

masyarakat setempat, maupun pengusaha mitra desa wisata. 

9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait 

dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin 

yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan 

negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat 

setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

dan pengusaha. 

10. Daya Tarik Wisata Desa adalah segala sesuatu yang memiliki 

keunikan, otentik, keindahan, dan nilai yang berupa 

keanekaragaman kekayaan alam, budaya, tradisi, peninggalan 

sejarah, gaya hidup, kualitas hidup masyarakat setempat dan 

hasil buatan manusia di kawasan desa wisata yang menjadi 

sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 

11. objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang 

menjadi sasaran wisata; 

12. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya 

tarik wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya dalam 

satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi, 

dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh 

Pemerintah Desa dan/atau masyarakat. 

13. Destinasi Desa Wisata adalah kawasan wisata desayang di 

dalamnya terdapat daya tarik wisata desa, fasilitas umum, 

fasilitas pariwisata desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang 

saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan desa 

wisata. 

14. Usaha Pariwisata Desa adalah usaha yang menyediakan 

barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata desa berbasis padat karya, 

masyarakat setempat, bahan baku lokal, menekan potensi 

pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumberdaya lokal, 

serta mengarah untuk diversifikasi kesempatan kerja. 

15. Pengusaha Pariwisata Desa adalah orang atau sekelompok 

orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata desa. 

16. Kawasan Strategis Desa Wisata adalah kawasan yang memiliki 

fungsi utama pariwisata desa atau memiliki potensi untuk 

pengembangan kawasan desa wisata yang mempunyai 

pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti 

pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan 

sumberdaya alam, serta daya dukung lingkungan hidup. 

17. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  
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18. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa.  

BAB II 

FUNGSI, DAN TUJUAN 

Pasal 2 

 

Desa Wisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan 

intelektual setiap wisatawan  dengan rekreasi dan perjalanan 

wisata minat khusus serta mengkonservasi potensi wisata desa 

yang meliputi adat, sosial budaya dan lingkungan alam  untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. 

 

Pasal 3 

 

(1) Pengembangan Desa Wisata bertujuan: 

a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yaitu 

terbukanya peluang lapangan kerja dan  usaha baru, 

meningkatkan    usaha dan jasa yang telah ada 

sebelumnya. 

b. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 

mengembangkan Potensi Alam dan mengkonservasi/ 

Melestarikan adat, budaya serta arsitektur  yang ada 

secara turun menurun. 

c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi 

satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam. 

d. Mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan 

yang bersih, rapi dan sehat. 

e. Mempercepat penanaman sikap dan ketrampilan yang 

sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia. 

f. Menumbuhkan kebanggaan akan adat, budaya dan 

desanya. 

(2) Pengelolaan objek wisata yang dikelola oleh BUMDesa adalah 

yang menjadi aset desa. 

 

BAB III 

PRINSIP PENYELENGGARAAN DESA WISATA 

Pasal 4 

 

Desa wisata diselenggarakan dengan prinsip: 

a. Memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat; 

b. Menguntungkan masyarakat setempat; 

c. Terjalinnya hubungan timbal balik wisatawan dengan 

masyarakat setempat; 

d. Melibatkan masyarakat setempat; 

e. Menerapkan pengembangan produk wisata desa. 

 


